PERATUR 2 [DAERARH KABUPATEN SAMOSIR
HOMOR Y TARUN 2010

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

bahwa WKabupaten Samosir memiliki kondisi geogiafis, geologis,
hidrologis, dan demogratis yang memungkinkan terjadinya bencana yang
menimbulkan kcrtan jiva, keruszkan ingkungan, kerugian harta benda,
dan dampal: psikologis;

bahwa uniuk memberikan perdindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan termasuk perindungan atas bencana oisrggap per'u
membentuk saty lembaga sebagaimana diamanatkar Pasal 235 Undang-
Undang Nomor 24 Tahurn 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Daerah;

behwa untuk rnemenuhi keter'uan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Normor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman QOrganisasi dan Tata
Kerja Bacan Penanggulangan Bencana Daerah, periu dibentuk Badan
Penanogulangan bencana Daerah Kehupaten Samosir;

bahwa urrtuk marsud tersebut pada huruf a, b can ¢ di atas, periu
ditetapkarn F‘eratuz:én Daerah tentang Organisasi c'an Tata Kena Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1274 tentang Poxok Pokek
Keoegawaian (l.emba-an Negara Tahun 1974 Ncmor §5 Tambahan
Lembaran tlegara Nomor 3041), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Urndang Nonmvor 43 Tahun 1899 (Lemoparan Ivegara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik !ndonesia Nomer 3890);

Undang-Uadang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuuangan' Negara
(Lemharan Negara Repubﬁk Indonesia Tahun 2005 Nomor 47,
Tambahan lLembaran Negara Republik [ridonesia Nomor 4286);
JUndang-Undany  Noror 36 Tahun 2003 tentang  Pemnbentukan
Kabupater: Szmosir dan Kabupaten Serdang Redagai di lingkungan
Fropinsi Svmatera Utara (l.embaran Negara Republikwirsdonesi‘a Tahun
2003 Norm.or 151, Tambzhan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);

4. Undang-Undang ......../



>

o

10.

11.

Undang-Undang Nomor | Tahur 2004 tentang Perbendahiraan Negara
{(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lr:don@sia Norrror'ﬂ?f&%)‘,

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 ter Pembentukai Peraturan

Perundang-undariyar. (Lembarar Negara R ik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negar. ' 'publik InrJonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nermor 32 Tahun 2004 t-atang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia 'ahun 2004 Nomor 125,
Tambaghar l.embaran MNegara Repubi+ Indonesia Nomor 4437),
sebagarrana telah diubah beberepa kali ian terakhi- diuibah dengan
Undang-Uadang Nomor 12 Tahun 2008 teriang Perubahan Kedua atas
Urdang-Urdang Nomor 32 Tahun 2004 %m?ahg Perngrintahan Daerah
menjaai Uridang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200€ Nomor 59, Tambzhan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4€.44):
Undang-Unoang  Nornor 24 Tahun 2007 tentang Punanggulargan
Bencana (Lernbaran Megara Republik Indonesia Tahun 20077 Nomor 66,
Tambahzn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4725),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur 2007 tontana Pernbiniar Urusan
Pemedntahan Antara Pemerintah, Femerintahan [ae-:0 Provinsi. dan
Pemerinlahan Dasrah Kahupaten/Kota {l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba an Negara Republik
Indonesia Momor 4737);

Peraturan Peraerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daeral: (Lembaran Negara Republik indornesia Taliun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indcnesia Normor
4741);

Pereturan Fresiden HNomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pangundangan, dan Penyeharduasan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Prosiden Nomor 8 ‘Tahun 2008 tentang Baian Nasional

Penanagnu'..gan Bancana;

Pengan Pervctujuan bersama

. DEWAN | {AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Nan
BUPATI SAMOSIR - -

REMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAUPAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA XERJA
- BADAN  PENANGGULANGAMN  BENCANA DAERAH  KABUPATEN

SAMOSIR.



EAR |
KETENTUAN UMUM

Pisai 1
Dalam Peratye. .. .. inl yang dimaksud dengan:
1. Pemerintat. - . .. ‘h adalah penyelenggarsan urusan pemeriatahan oleh
pemenntat . iorah don DPRD  menuru; asas otoriomi dan tugas

pembaniuar t=ngan prinsip otcrm;ni.seluas‘-luasrrya dalam sistem dan
prinsip 'Negar:. Kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Uncang-! ang Dasar Negara Rerublik Indonesia Tahun 1945,
Daerah aclalah Katupaten Samocir.

53]

Femerintah Daerak acalah Pemerintan Kabupaten Samasir.

4. Bupali adalah g upati Samosir,

&. Dewan Pervalilan F{akyat' Daerah selanjutnya disebt DPRD  adalat,
Dewan Perwakitan Rakyut Daerah Kabupaten Samosir.

Sekretariat Daerah adulah Sekrotariat Daerah Kabupater Samesir, yang

[

selanjutnya disingkat dengan Serdakab,
Sekretaris Daerak adalali Sekrstaiis Daersh Kabupaten Sarosir

8. Perangiat Dazrah adalah Leﬁwbaga yang rmerabantu Bupati dalam

pcnyelenggarazn Femersintahan Daerah,

9. Badan Penancgulangan Benzana Dasrah Kabupaten Sarmosir yang
selanjutnya di setut BPSD adaiah perar,gkat daerah yang dibentuk dajam
rangka  melaissnakan tugas  Jan  fungsi  untuk. melaksanakan
penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Samosir.

10. Kepala Badan adalah Xzpala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Samosir,

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
BPBD yang berada di IKecamatan.

12. Satuar Tugas-adalah Satuan yang dibertuk oleh Kepala Pelaksana BPBD
untuk mendukung was-tugas BPBD sesuai kebutuhan,

13. Bencana adalan perisiwa atay rangkaian peristinva yang mengancam dan
mengganggu kehidupar dan Penghidupar masyarakat yYany disebabkan
baik oleh faktor alam can faktor non aiam maupun faktor manusia,
kerusakan lingkungan, Kerugian harta benda, jiwa dan dampalk psikoloyis.

14. Bencana alam adalsh bericana yang diakibatkan oleh peristiva atau
serangkaian peristiwa Yang disebebkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
dan tariah iongsor,

18. Benicana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atay
rangkulan peristiwa non alam yang antara lain barupa gagal teknologi,
gagal modemisasi, epidemii, dan wabah penyakit. |

16. Bencana ... . /
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16.

17,

Bencana sosial adalap bericana vang diakibatkan olal peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan nleh manusia yang meliputi konfiik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarak‘.at, dan teror.
Penyelenggaraan penanggularigan bencana adalah Scrangkaian upaya
yang meliput’  penetapan .kebijakan pembanguiiain yang beresiko
timbuinya hencana kegiatan pencegahan bencana, tariggap darurat dan
retabilitasi. '
|
BAB !
BADAM PENANGGULANGAN BEN JANA DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2
Dengsn Peraturan Dae~ah ini dibertuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Samosii: ’
EPBD Kabupater Samosir berada di bawah dan Dberianggungjzwals
kepada Bupati,
BPBD Kabupaten Samosir dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-ofiicio
difadat oleh Sexretatis Daerah Kabupaten Samosir.
EPBD Kabupaten Szmosir merupakan lembaga pelaksana tugas aan
fungsi peratiran perundang-undangar dan tugas pemerirdahan umum di
bidang Peaangguangan bencans.
BPBD Kalupaten Samrosir adalzh BPBD Kabupaten Klasifikasi A

Bagiaon Kedua
Tugas dan Fungei

Pasal 3
BPBD memgunyai tugas : '
a. menetackan  pedoman  aan pengarahan  terhadap  usatha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana
penanganan berncana dan atau darurat, rehabilitas] serta rexonstruksi

Secara adil dan sevara; »

b. menctapkar  standarisasi serta  kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan  bencana  berdzsarkan peraturan - perundang-
undangan:

€. menyusun, imenetapkan dan menginformasikan peta rawan oencana;
menyusun,  menelapkan  prosedur tetap  penanganan  dan
penanggularigan bencana;

e.melapcrkan Lo /
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(1)

.....

melaporkan penanggulangan oencana kepada Bupat! setiap bulan

dalam lcondisi normal darn sefiap saat aalain kondlsi daryret bencana;

mengendalikan pengumnulan dan penyaliiran bantuaﬂ;
me:mpertarmngjawabkan penggunaar snagaran dar Cantuan dan
Anggaran ‘.-’erﬂapatan Belanja Daerah ..« xtau Anggaran Pendapatar
Belanja Negara, dan

meleksanakan lugas Jari pimpinan <dan atau kewajiban l2in sesuai

dengan paratiirar perondano-ondangan.
9! g

Penetapan padoran den rengerahan terhadap usaha penanggulangan

bencana sebagsimana dimaksud pada ayat 1 hurui a, sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah “an Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.
BPBD daiam nienysienggarakan tugas mempunyai fungsi :

a.

perumusan dar pgnet‘apan kebijakan penanggulangan beicara dan
penanganan penguingsi dengan bertindak cepat can tepat, ofektif dan
etisien; dan |

pengkoordingsian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara tersncana terpadu adil, setara dan menyuluruh.

BARB Il
SUSUNAN DRGANISASI

Bagizn Kesatu
Susunar Organsasi BPED

Fasal 4

Susunar. Organisasi BPED terdiri atas:

03

b.

c.

Kepala BFBL;
Unsur Pengaralh; dan

insur Melaksana.

Bagan Susunan Organisaci BPBID sebagaimana tercanturr, pada lampiran
den merupeian bagiar yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Pasal 5

Unsur Pengarah seb igaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,

memptnya’ fiingsi:

3.

menyusun konsep delaksanaan Kebijakan penanggulangen bencana
daerah: "

memantatr dan

mengzvaiuast dalam  penyelenggaraarn penanggulangan  bencana
daerah. |

(2) Keanggotaar ... /
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Keanggotaan Unsur Pergarah setagaimana dimakeud pada ayat (1),
terdiri dari:

a. Pejabat Pamerintah tarkait; dar

bh. Anggota masyarakat protesional dan ahli.

Kearirgotaan ui sur pengarah sebagaimana dimakstid pada ayat /2) huruf
b, dipilih melslui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dew.n Perwakilan
Rakyat Dasral dun ditetapkan dengan Kepulusan Bupati.

Pasal ©
Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir merupakan lembaga
struktural sebagai pelakcanaan wgas dan fungsi peraturan peruricang-
undangan dan {ugas p@rﬂedntahah umurm di bidang penangguiangan
bencar.a. .
Unsur Pelakszna BPBD berada di bawah dan bertanggung jawah kepada
Kepala 37BL. .
Unsur Felaksana BFBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu
Kepala BPBL dalam penyelenggaraan tuges dan fungsi BPBD.

' Pasal 7
Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dirmaksud dalam pasal & ayat (2),
mempunyai {ugas inelaksanakan penanggulangan bencana secara
terintegras reliputi:
a. pra bencany;
b. saal tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.
Unsir pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal € ayat (2),
mempunyal fungsi:
a. pengkoordinasiar,;
b. pengkormandwan, dan
c. pelaksanaan.

Pusal 8

Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)
huruf a, merupalar fungsi koordinasi tnsur pelaksana BF 3D dilaksanakan
melalul koorcinasi dengan satuan kerja perangkat daersh lainnya di
Kabupateri Samosir, instansi veriikai di Kabupaten Samosir, lernbaga
usaha dan/atau pihak iain yang ciserlukan pada tahap pra bencana dan
pasca bencana. ) -
Fungsi pengkcmandoan sebagaimana dimaxsud dalam pasal 7 ayat (2)
bunit b, merﬁpakan fungsi komando unsur pelaksana BFBD dilaksanakan
meialui pengerahen sumber daya manusia, peralatan, legistik dari satuan
kerja perengkat daerah lainnya, inslansi vertikal yang ada di daerah serta
langkah-lzngkah lair yang diperiukan dalam rangka penanganan darurai
bencaria. ‘

3

(3) Fungsi ....... o /



(3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf
¢, merupakan furgsi pelaksana unsur pelakszna EPED dilaksanalan
secara terkoordinasi darn terintegrasi dengan satuan kerja perangkat
daerat lainrya di Kabupaten Samosir, instansi vertkal di Kabupaten
Samosir, dengan  memperhatikan kebijgkan  penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Qrgar.isasi Unsur Pelaksana BPBL

Pasal 9

(1) Susunali Organiszsi Unsur Felaksana BPBD Kabupater: Samosir, terdiri

aas’
3. Kepzla Pelaksana;, ]
W) D, Sekretaria: Unsur Pelaksana terdirt dari;
1). Sul Eagian mum; dan
2). Sub Baglan Fersncanaan, Evaluasi dér\ Pelapcran;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:

1) Sek:i Pencegahan, dan
?) Seksi Kesiapsiagaon can Perlindungan Masyarakat
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, tardiri dari:
1) Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran; den .
2) Seksi Logstik.
e. Bidanj Rehapilitasi dan rekonstruksi, terdir dari:
1) Seksi Reliabilitasi; can
/ W 2) SeKa! Rekonstiuksi.
E@ (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daersh (BPBD) Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantun dalam
lampiran Peraturan Daerah i, merupakan bagian yang fidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini

Pasul 10

Rincizin Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Unsur Pelaksana BPBD

Kabupater. Samosir, ditetaplcan kemudian dengan Peraturan Bupati. 3

BAB IV
| ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11
(1) Kepala Pelaksana BPBD adaiah merupakan jabatan struktural eselon [Lb.

(2) i(xapa)a Sekreiariat BPBD edalah merupekan jabatan struktural eselon Hi.b.

(3) Kepala ......ocoeeeeens /



(3) Kepala Bidang adalah menipakan merupakan jabatan strultural eselon
.k,

(4). - Kepala Ssksi ade'sh merupakan jabatan struktural esglon V.2
(5) Kepala . Bagian adalah merupakan jabatar soktyral eselon V..
(6) Kepala init Pelaksana Teknis Badan adalah + - upajkan jabatan struktural
eselon I
Pasal 12

Pengisian jabatan ursur pelaksana BPBD rerasal dari Pegawal Neged Sipil
yang memiliki kemampuan, pengetaruan. - i ahlian, pengaleman, kKeterampitan
dan integritas yang dibutuhkan dalam periinan bencana.

BAED v
TATA KF A

Fasal \J

(1) BPBD daiam melaksanakan tugas menerapkan prinsip  koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi,

(2) Pimpinan Unsur pelaksana BPBD meleksanakan sistem pengendalian
intern di linglkungan masing-masing ‘

(3) Pimpiran ursur peiaksana RPBU bertanggungjawab memimpin  dz2n
menghoorainasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi palaksanaan tugas bawatan.

(4) Pinpinan unsur pelaksana BPBD dalam me'zksanakan tugas melakukan
pembiraan dan pangawasan terhadap saiuan organisasi df bawahnya.

BAE VI
PEMIBIAYAAN

Pasul 14 ;
Pembiayaan BFED dalam penanganan berncana dibebarnkan pada APBD
Kabupaten Samasir dan/atau sumber anggarar: fainnya yang . sah dan tidak
mengikat.
BA3 Vi
KETVENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
(1)  Untuk melaksanakan tugas-tugas BPBD oi Kecamatan dapat dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Eadan.
(2) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuvan Tugas yang ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Pelalsania.

27 NS —— /



BAE VIl
KETENTUAN PENUTUPR

Pasal 16

(1) Dengan beitakur . Peraturan Daeran ini, maka Sawar Koordinasi
Penanggulangan i sncana Kabupaten Samosir dzibui)arkarl dan wajib
menyerahkan se'uun arsip/dokurnen dan data/informasi lainnya yang
berkaiiar dengan penyslenggaraar, penanggulangan bercana kepada
BPBD Kabupaten Sarosir, -

(2) Hakhal vang belum diatur dalam Peraturar, Daerah inj sepanjang
mengenal  pelaksanaannya akan  distur kemudian dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 17
) Peraturan Daerah ini muiai béraxu pada tunggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahiann pengindangan
Peraturan Dasrah ini dengan panempatennya cembarat Daerak

Kabupaten Samosir-.

Ditetapkan ¢ Pangururan
pada tangga 159 Oltober 2010
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